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Abstract  

The purpose of this research is to provide research model of local government size, financial reporting quality, and e-Government maturity 

that affect the level of transparency and accountability of local governments in Indonesia. The research model is developed by using the 

legitimacy theory and agency theory. This study uses a conceptual model approach based on articles from relevant previous studies. This 

conceptual research model is expected to provide an overview of what factors can affect the level of transparency and accountability in 

Indonesian local governments. 
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PENDAHULUAN 

Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah yang diberikan amanah 

oleh masyarakat memiliki tanggung jawab dalam hal Governance pemerintahan. Dilansir dari CNN 

Indonesia dalam berita onlinenya yang berjudul “Debat Pemungkas Pilgub Jatim Soroti Tata Kelola 

Pemerintahan” saat ini masyarakat sudah sadar bawa sebuah Governance yang baik diperlukan untuk 

mengurangi ataupun mencegah terjadinya tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu 

dengan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya sebuah Governance yang baik maka pejabat 

pemerintahan perlu melaksanakan tuntutan tersebut, hal ini dikarenakan akan mempengaruhi tingkat 

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah (Asa, 2021). Masyarakat sebagai salah satu stake holder 

pemerintah menginginkan Governance yang demokratis. Hal ini mendorong pentingnya mewujudkan 

akuntabilitas dan transparansi pada pemerintah daerah dengan lebih banyak pemaparan informasi keuangan 

maupun non keuangan yang andal (Adiputra, et al., 2018). Akuntabilitas dan transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan merupakan elemen prinsip Good Governance. 

Good Governance sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada prinsipnya Good 

Governance merupakan sebuah penyelenggaraan manajemen yang bertanggung jawab dan solid. Hal ini 

yang menjadikan good governance sejalan dengan prinsip demokratis yang dalam pelaksanaannya untuk 

menghindarkan dari tindakan korupsi dan menjalankan disiplin anggaran (Mardiasmo, 2018). Sebuah 

pedoman berkaitan dengan good public governance telah diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG). Di dalam kebijakan tersebut setidaknya terdapat lima asas yang dapat diterapkan di 

dalam pemerintahan termasuk asas transparansi dan akuntabilitas. Menurut Wilopo (2017) transparansi dan 

akuntabilitas mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang terbuka sehingga mudah 

diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Keterbukaan informasi dan pengungkapan yang 

dilakukan oleh pemerintah memiliki peran penting terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dan 

meminimalisir serta mencegah terjadinya tindakan menyimpang termasuk korupsi di lingkungan 

pemerintah daerah (Adiputra.et al., 2018). 

Maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh beberapa kepala daerah menjadikan isu 

transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah menjadi sorotan ditengah-tengah masyarakat. Saat ini 

masyarakat mempertanyakan dan menuntut pemerintah untuk mempublikasikan segala aktifitas dan 

program yang telah dilakukan. Tindakan korupsi yang dilakukan sangat merugikan negara ditambah 

Pandemi Covid-19 saat ini yang menjadikan ekonomi negara mengalami keterpurukan. Oleh sebab itu 

dengan adanya masa sulit ini pemerintah diharapkan berhati-hati dalam pengelolaan keuangan negara dan 

perlunya governance yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan (Zeyn, 2011). Menteri Keuangan Sri 

Mulyani menyampaikan bahwa penyelenggaraan transparansi dan akuntabilitas perlu dilakukan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dan 

penggunaannya dapat tepat sasaran (Astrid, 2021).  

Sebagai gambaran bahwa sebuah akuntabilitas serta transparansi sangat diperlukan yaitu dengan 

terjaringnya beberapa pejabat negara atas kasus korupsi. Dilansir dari CNN Indonesia (2021) pada tahun 

2021 bupati Musi Banyuasin yaitu Dodi Reza Alex Noerdin tertangkap tangan dalam tindakan korupsi 

beberapa proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dana yang di korupsi berasal dari APBD 

yang digunakan untuk membiayai beberapa proyek pembangunan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Dari kasus tersebut dapat memberikan gambaran bahwa pentingnya Governance yang baik termasuk di 

dalamnya penerapan prinsip transparan dan akuntabel (Gunawan, 2016).  

Penelitian sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas 

menjadi dua prinsip penting dalam mewujudkan Good Governance. Dengan menggunakan beberapa teori 

yaitu teori agensi dan teori legitimasi (Adiputra, et al., 2018; Istikomah, 2017; Trisnawati, 2014). Teori 
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agensi sendiri berkaitan hubungan agen dan prinsipal, agen dalam hal ini adalah kepala daerah dan 

jajarannya, sedangkan prinsipal merupakan pemberi amanah yaitu masyarakat. Dalam teori ini prinsipal 

memberikan tuntutan kepada agen untuk memberikan kinerja dan Governance yang baik dengan 

menerapkan prinsip transparan dan akuntabel (Istikomah, 2017). Teori lainnya yaitu teori legitimasi, 

berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang melaksanakan kegiatan dan 

program sesuai dengan aturan serta harapan masyarakat (adiputra, et al., 2018). 

Ukuran Pemerintah daerah bisa berpotensi menjadi salah faktor yang dapat memberikan pengaruh 

terhadapnya terwujudnya prinsip transparan dan akuntabel pada pemerintah daerah. Ukuran pemerintah 

daerah dapat ditinjau dari aspek aset yang dikuasai. Dengan semakin besar aset yang dikuasai, maka 

menjadikan sumber daya yang dimiliki besar. Hal ini dapat menjadikan dorongan untuk melakukan 

pengawasan yang ketat, sehingga dengan pengawasan yang ketat akan meningkatkan prinsip transparansi 

dan akuntabilitasnya (Wilopo, 2017). Tidak hanya ukuran pemerintah daerah akan tetapi juga kualitas 

laporan keuangan dimungkinkan berperan terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan 

kualitas keuangan yang baik akan memungkinkan mendapatkan opini WTP oleh Badan Pengawas 

Keuangan (BPK). Dengan keterbukaan informasi dan pengungkapan yang sudah baik dan tidak terjadi 

kesalahan yang material. Oleh sebab itu dengan pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan yang 

baik maka prinsip transparan dan akuntabel dapat terwujud (Adiputra et al., 2018).  

Dukungan teknologi tidak dipungkiri memungkinkan dalam meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi pada pemerintah daerah, salah satunya dengan penerapan dan peningkatan e-Government yang 

dimiliki oleh pemerintah daerah. Semakin matangnya sistem e-Government yang dimiliki pemerintah 

daerah memungkinkan sebuah dukungan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas (Pina et al., 

2009). Setidaknya terdapat 5 pilar yang dapat mengategorikan kematangan e-Government pemerintah 

daerah yaitu katalog, komunikasi, transaksi, terintegrasi, dan partisipasi. Dengan penerapan 5 pilar ini maka 

dukungan peningkatan penerapan transparansi dan akuntabilitas dapat semakin baik (Fietkiewicz et al., 

2017).  

Adiputra, et al (2018) pada penelitiannya memfokuskan keterkaitan faktor-faktor yang 

memengaruhi transparansi pemerintah daerah. Penelitian Gunawan (2016) berfokus terhadap peran e-

Budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dari penelitian sebelumnya, masih sangat terbatas yang 

mengajukan konseptual model tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan, dan 

kematangan e-Government yang berpengaruh baik terhadap transparansi maupun akuntabilitas. Diharapkan 

model konseptual ini dapat menjadi model bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas. 

 

KAJIAN TEORI 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan mendeskripsikan antara agen yaitu pemerintah daerah dan prinsipal yaitu 

masyarakat.  Jensen (1976) mengemukakan bahwa teori agensi merupakan sebuah hubungan keagenan 

sebagai sebuah kontrak yang dapat diilustrasikan satu orang atau lebih dalam hal ini prinsipal 

memperkerjakan orang lain atau seorang agen yang bertujuan untuk melakukan beberapa pelayan kepada 

prinsipal. Prinsipal memberikan delegasi wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Teori 

keagenan juga berhubungan dengan penyelesaian dua masalah dalam hubungan keagenan. Masalah 

pertama yaitu masalah keagenan yang timbul apabila pertentangannya agen dan prinsipal berkaitan dengan 

keinginan atau tujuan. Masalah ini membuktikan bahwa prinsipal tidak dapat memvalidasi apakah agen 

telah berperilaku dengan tepat. Masalah kedua, berkaitan dengan pembagian risiko yang muncul ketika 



DETERMINAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: 

MODEL KONSEPTUAL 

1729 | Conference on Economic and Business Innovation 
 

prinsipal dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsipal 

dan agen mungkin lebih menyukai tindakan yang berbeda karena preferensi risiko yang berbeda 

(Eisenhardt, 1989). 

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

 Teori Legitimasi berkonsep bahwa seorang manajer memiliki keharusan untuk memberikan 

kinerja terbaiknya. Hal ini disebabkan dengan dianggap baik kinerja dari seorang manajer maka organisasi 

yang dipimpinnya mendapat dampak kepercayaan dari masyarakat (Mathews, 1997). Deegan (2018) 

mengungkapkan bahwa teori ini memberikan asumsi bahwa seorang manajer perlu mengkondisikan dan 

memastikan bahwa kegiatan operasi organisasi yang dipimpinnya berjalan sesuai apa yang dinginkan oleh 

masyarakat, sehingga dampaknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut semakin 

kuat. Kegiatan operasi yang dilakukan sebuah organisasi harus sesuai dengan nilai-nilai sosial dan peraturan 

yang ada seperti pengungkapan dan pelaporan, sehingga dukungan legitimasi terhadap organisasi semakin 

kuat (Dowling dan Pfeffer, 1975). 

Good Governance 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berisikan bahwa 

pemerintah daerah berkonsep desentralisasi, wewenang pengelolaan sumber daya dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Dalam pengelolaan pemerintahan pada tingkat daerah, perlu diterapkan prinsip good 

governance. World bank mengartikan good governance sebagai pelaksanaan manajemen pembangunan 

yang solid serta bertanggung jawab. Dalam good governance disiplin anggaran merupakan salah satu aspek 

yang penting, sehingga terhindarnya dari tindak pinda korupsi. Menurut United Nations Development 

(UNDP) terdapat beberapa karakteristik good governance diantaranya Partisipasi, Aturan hukum, 

transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo,2018). 

Oleh sebab itu dalam good governance pentingnya penerapan transparansi dan akuntabilitas. 

Transparansi 

Salah satu aspek dalam prinsip good governance yaitu transparansi. Jaminan aksesibilitas informasi 

dan kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk 

informasi keuangan merupakan sebuah syarat terlaksananya transparansi dalam pemerintahan. 

Transparansi juga memiliki arti dalam hal tersedianya kecukupan informasi dalam bentuk media yang 

mudah dipahami oleh penggunanya (Muhtar, 2017). Dalam mendukung upaya mewujudkan pemerintahan 

yang transparan maka diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 berkaitan dengan 

keterbukaan informasi publik. UU ini mengatur dan menegaskan bahwa seluruh lembaga pemerintahan 

diwajibkan mengimplementasikan pemerintahan yang transparan. Dengan pemerintahan yang transparan, 

memungkinkan untuk pencegahan dan meminimalisir tindakan korupsi. Serta mampu meningkatkan 

kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah daerah.  

Akuntabilitas  

Akuntabilitas merupakan penjelasan manajer dalam menghasilkan output atau melakukan 

pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Dengan demikian, 

akuntabilitas manajerial menyangkut pencapaian efisiensi, efektivitas fungsi dan operasional organisasi. 

(Siriwardhane & Taylor, 2017). Akuntabilitas publik dapat diartikan merupakan kewajiban pemegang 

amanah (agent) untuk menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas. Kegiatan ini menjadi 

keharusan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) (Mardiasmo, 2018). 

Akuntabilitas memegang peranan penting dalam proses pemerintahan sebagai dukungan terwujudnya good 
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governance. Dengan Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, maka dapat meminimalisir tindak pidana 

korupsi sehingga semua sumber daya yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan (Imawan, 2019). 

Ukuran Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ukuran pemerintahan dapat diukur melalui 

ukuran aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Trisnawati (2014) memberikan penjelasan bahwa 

ukuran pemerintah daerah dapat diukur dari segi aset yang dikuasai dan dimiliki. Aset pemerintah daerah 

adalah seluruh kekayaan daerah, yang dimiliki ataupun dikuasai oleh pemerintah daerah. Aset pemerintah 

daerah ini berasal dari proses pembelian serta diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang 

lain secara sah (Mahmudi, 2010). Aset apabila dikelola dengan baik, maka dapat membantu dalam 

mewujudkan kemudahan penyajian dan pengungkapan informasi kepada masyarakat (Adiputra, et al., 

2018). Sejalan dengan teori agensi pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan yang 

tepat terhadap aset, sehingga harapan masyarakat akan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dapat 

terwujud.  

Kualitas Laporan Keuangan 

Kualitas Laporan keuangan dapat diukur melalui opini yang diberikan oleh Badan Pengawas 

Keuangan/BPK (Adiputra, et al., 2018). Semakin baiknya laporan keuangan yang disusun pemerintah dapat 

menjadi indikator bahwa pemerintah telah patuh terhadap standard yang telah ditetapkan (Wilopo, 2017). 

Dengan kepatuhan itu sesuai dengan teori legitimasi, maka pemerintah dianggap memberikan kinerja yang 

optimal, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (Deegan, 2018). Dengan demikian 

maka dimungkinkan pemerintah akan lebih memperhatikan tingkat aksesibilitas dan juga pengungkapan 

terhadap informasi keuangan dan non-keuangan pemerintah daerah untuk menarik kepercayaan dari 

masyarakat. 

Kematangan e-Government 

Proses implementasi e-Government memiliki beberapa tahapan yang perlu dijalankan, apabila 

tahapan tersebut sudah dijalankan maka terciptalah sistem yang handal (Fietkiewicz, 2017). Dalam 

pengimplentasiannya e-Government dikatakan matang apabila sudah memiliki fitur yang kompleks. 

Kematangan dari e-Government dapat juga ditinjau dari aspek kualitas layanan yang diberikan kepada 

masyarakat (Lakka, 2015). Kematangan e-Government dapat diartikan seberapa jauh pemerintah di sebuah 

negara telah menciptakan pelayanan bersifat online kepada masyarakat. (Khan & Krishnan, 2019). 

Kematangan sebuah e-Government bisa jadi dapat memberikan dorongan terwujudnya akuntabilitas dan 

transparan. Sesuai dengan teori agensi, tekanan dari masyarakat akan timbul untuk pemerintah memberikan 

pelayanan yang mumpuni termasuk pengungkapan dan aksesibilitas informasi yang mudah. Hal ini lah 

yang mau tidak mau harus dilakukan pemerintah sebagai agen. 

Usulan Konseptual Model 

Pada penelitian ini terdapat usulan model konseptual faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi 

dan akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia seperti yang dijelaskan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Model 

Pemerintah daerah dikatakan optimal dalam kinerjanya apabila menerapkan prinsip-prinsip Good 

Governance diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat 

daerah tentu saja memiliki kewajiban dan tuntutan untuk melakukan Governance yang baik. Sesuai dengan 

teori agensi, pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, maka masyarakat berhak 

memberikan tuntutan kinerja kepada pemerintah (Jensen, 1976). Teori legitimasi menjelaskan apabila 

pemerintah daerah ingin diakui memiliki kinerja yang optimal maka pemerintah tentu perlu patuh terhadap 

peraturan yang ada sebagai contoh Undang-Undang dan dapat memenuhi harapan yang diinginkan 

masyarakat (Mathews, 1997). Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi dua dari beberapa keinginan 

masyarakat. oleh karena itu pemerintah harus bisa mewujudkan dua prinsip tersebut. Adapun beberapa 

faktor yang dimungkinkan dapat memberikan pengaruh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada 

perintah daerah yaitu Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan dan Kematangan e-

Government.  

Ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan aset yang dikuasai bisa jadi memiliki pengaruh 

terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini disebabkan dengan semakin 

besar aset yang dikelola, maka besar juga fleksibilitas pemerintah daerah tersebut menggunakan aset 

tersebut untuk membuat sebuah program dan infrastruktur berupa sistem yang terintegrasi yang berguna 

untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Trisnawati (2014) 

yang mengungkapkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap publikasi informasi 

pemerintahan melalui media internet. Faktor selanjutnya yang dimungkinkan memiliki pengaruh yaitu 

kualitas laporan keuangan, semakin baik kualitas laporan keuangan ditinjau dari opini audit BPK maka 

dapat dikatakan semakin patuh terhadap peraturan dan standard yang ada.  

Dengan patuh dengan sebuah peraturan maka keterbukaan informasi dan pengungkapan informasi 

akan terwujud karena hal ini juga diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Pada penelitian 

Adiputra, et al (2018) hasil yang ditemukan yaitu kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap 

transparansi. Kematangan e-Government juga menjadi faktor yang bisa jadi berpengaruh terhadap 

akuntabilitas dan transparansi. Matangnya e-Government pemerintah tentu memberikan dukungan 

administrasi dan layanan kepada masyarakat maka eGovernment dapat menjadi alat untuk mewujudkan 

transparansi dan akuntabilitas. Dengan dukungan e-Government yang matang peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas dapat dengan mudah terwujud (Gunawan, 2016).  

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini menggunakan metode kerangka penelitian konseptual. Metode ini merupakan 

metodologi dengan mengamati dan menganalisis segala informasi berkaitan dengan topik penelitian 

(Mamahit & Urumsah, 2018). Kerangka pada penelitian konseptual mencakup sebuah kombinasi dari 

penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Peneliti menyusun 

fenomena dengan mempertimbangkan aspek apa saja yang dapat mempengaruhi fenomena tersebut, 

peneliti juga memaparkan informasi yang terperinci yang dapat menggambarkan fenomena tersebut 

(Mamahit & Urumsah, 2018). Dalam menyusun penelitian kerangka konseptual menurut Mamahit & 

Urumsah, (2018) terdapat empat tahapan sebagai berikut: 
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Tahapan pertama, yaitu memilih topik yang akan digunakan untuk penelitian. Sebelum melakukan 

penelitian topik sudah ditentukan sebelumnya. Tahapan Kedua yaitu mengumpulkan literatur yang relevan. 

Cara yang dilakukan dengan mempersempit topik untuk mempermudah mengumpulkan informasi relevan. 

Mengumpulkan informasi yang relevan merupakan sebuah langkah penting. Hal ini dikarenakan sebagai 

penelitian konseptual sebagian besar didasarkan pada informasi yang didapatkan dari penelitian 

sebelumnya.  Pengumpulan literatur relevan merupakan sebuah tahapan penting dalam penyelesaian sebuah 

penelitian.  Materi-materi penelitian yang digunakan berupa artikel-artikel yang berasal dari jurnal ilmiah 

atau prosiding, karya ilmiah yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan terkenal, dan bahan materi yang sama.  

Terdapat banyak informasi di internet namun sumber itu perlu divalidasi kebenarannya. 

Tahapan Ketiga yaitu melakukan identifikasi pada variabel tertentu. identifikasi variabel berkaitan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya variabel-variabel tersebut, maka dapat memberikan 

lingkup penelitian baru dan dapat membantu untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan dengan 

penelitian. Tahapan Keempat yaitu pada tahapan ini membuat sebuah model konseptual. Pada tahapan ini 

sekaligus juga mengidentifikasi indikator pengukuran yang relevan dalam mendukung model konseptual. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan pengetahuan dan memberikan informasi 

yang relevan.   

Adapun dari penelitian ini telah dibangun indikator yang digunakan untuk mengukur variabel-

variabel yang akan digunakan pada model ini seperti tercermin dalam Tabel 1.  

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian 

Variabel Indikator Referensi 

 

 

Akuntabilitas 

Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan 

mendapatkan Rating AA 

Dwi, 

Harpanto, & 

Fahrizal, 

(2015) 

 Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian 

Akuntabilitas oleh Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dengan 

mendapatkan Rating CC - B 

 

 

 

Tabel 1. Indikator Variabel Penelitian Lanjutan 

Variabel Indikator Referensi 

 

 

 

 

Akuntabilitas 

Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian 

Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(MenPANRB) dengan mendapatkan Rating CC 

- B 

 

 

 

Dwi, 

Harpanto, & 

Fahrizal, 

(2015) 
Tersedianya Pelaporan kinerja Penilaian 

Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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(MenPANRB) dengan mendapatkan Rating D - 

C 

 

 

 

 

 

Transparansi 

 

Jika website pemerintah daerah dapat ditemukan 

di halaman pertama pencarian di google dengan 

mengetikkan nama pemerintah daerah. 

 

 

 

 

Adiputra, et al 

(2018) 

hanya tiga klik atau kurang yang diperlukan untuk 

melihat informasi keuangan dan non keuangan di 

situs web pemerintah daerah. 

jika data keuangan dan non keuangan dapat 

diunduh dalam berbagai format. 

jika ada informasi keuangan dan non-keuangan 

sebelumnya situs web pemerintah. 

Ukuran 

Pemerintah 

daerah 

Total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah yang 

terdapat dalam Neraca LKPD. Total Aset = Aset Tetap 

+ Aset Lancar +Investasi Jangka Panjang + Aset 

Lainnya 

 

Adiputra, et al 

(2018) 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

Opini BPK WTP Adiputra, et al 

(2018) 
Opini BPK Non-WTP 

Kematangan e-

Government 

 

Adanya Kegunaan Katalog pada Website Fietkiewicz, et 

al (2017) Adanya Kegunaan Komunikasi pada Website 

Adanya Kegunaan transaksi pada Website 

Adanya Kegunaan Interoperabilitas (integrasi) 

pada Website 

Adanya Kegunaan Partisipasi pada Website 

 

SIMPULAN 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan penerapan prinsip good governance. Desakan 

penerapan prinsip ini datang dari masyarakat yang sudah sadar akan pentingnya governance yang baik, 

ditambah maraknya kasus tindakan korupsi yang menimpa beberapa daerah sehingga desakan kepada 

pemerintah semakin kuat. Dua prinsip good Governance cukup penting dan dibahas pada penelitian ini 

yaitu transparansi dan akuntabilitas. Di dalam pemerintahan perlu diwujudkan kemudahan aksesibilitas 

informasi dan lebih banyak pengungkapan keuangan maupun non keuangan. Dalam Undang-Undang No14 

tahun 2008 jelas menegaskan bahwa setiap perangkat pemerintahan wajib memberikan keterbukaan 

informasi yang seluas-luasnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perlunya akuntabilitas 

yang baik terhadap pengelolaan keuangan agar penggunaannya tepat sasaran. Dengan pentingnya 

Transparansi dan Akuntabilitas pada pemerintah daerah maka penelitian ini memberikan kerangka 

konseptual faktor-faktor yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah yaitu 

ukuran pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan dan kematangan e-Government. 

 

Penelitian ini berupa model konseptual yang menyajikan model konseptual dari faktor yang 

melatarbelakangi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah daerah. Penelitian ini 
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mengumpulkan beberapa teori-teori yang relevan dari artikel-artikel terkait terhadap kerangka model yang 

diusulkan.  
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